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1. Sejarah Kketatanegaraan Indonesia pada prinsipnya telah membuktikan bahwa
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AN konstitusional PeRpu. tentu

teriil dan penguj

aspek pengujian formil, diharuskan untuk®melihat aspek formil tidak hanya dengan
berkaca pada ketentuan Undang-Undang Dasar, namun juga harus melihat ketentuan
Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-

undangan yang lahir dari pendelegasian kewenangan menurut konstitusi. Selain itu,



Mahkamah Konstitusi juga harus berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VI11/2009 yang di dalamnya memuat syarat keterpenuhan prinsip
“Hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai syarat utama pembentukan Perpu.
Sayangnya, praktik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belum pernah sekalipun

mengabulkan permohonan pnguylia
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penetapan atas Perpu. Hal ini menjadi penting dalam proses pengujian formil karena
undang-undang tersebut lahir melalui prosedur yang tidak biasa sehingga, cara
pandang yang dilakukan juga harus berbeda dengan cara pandang dalam melihat

undang-undang yang lahir melalui prosedur biasa.



B. SARAN
1. Dibutuhkan hukum acara yang memadai agar persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan pengujian formil terhadap Perpu dapat terlaksana sesuai dengan yang dicita-
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demi kepastian hukum,
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karena persetujuan Dewan Perwakilan RaRyat atas suatu Perpu menjadi keniscayaan
yang tidak dapat dielakkan. Karena pada prinsipnya, tidak boleh satupun produk
hukum yang cacat konstitusional berlaku di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

demi mewujudkan negara hukum yang konstitusional.
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